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KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Menimbang

Mengingat

Nomor : 49 /2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA KEMANTREN GONDOKUSUMAN

MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN GONDOKUSUMAN

10

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat,
maka perlu menetapkan Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada
Sekretariat dan Jawatan di lingkungan Kemantren Gondokusuman;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka
perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri pamong Praja Kemantren
Gondokusuman;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:;
PER/M.PAN/35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Operasional
Pelayanan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kemantren dan
Kelurahan;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja.



Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA KEMANTREN
GONDOKUSUMAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA,

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses pekerjaan sebagai acuan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dari semua seksi dan sub
bagian yang ada di lingkungan Kemantren Gondokusuman, yang terdiri
dari:

1. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
SOP Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting;
SOP Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD);
SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
SOP Penyusunan Perubahan Anggaran;

SOP Pengumpulan Data Kinerja;
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SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIPY);

9. SOP Penyusunan Laporan Keuangan;

10. SOP Review Renstra;

11. SOP Review IKU;

12. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Eselon;

13. SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Jangka Menengah;
14. SOP Pelaksanaan Musrenbang;

15. SOP Penyusunan Monografi;

16. SOP Penyusunan Profil;

17. SOP Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Kelurahan;

18. SOP Penyusunan dan Pelaporan Informasi Pembangunan
Kemantren;

19. SOP Pelayanan Umum (Pernyataan Beda Nama/ldentitas);
20. SOP Pelayanan Umum (Penyataan Domisili Usaha);

21. SOP Pelayanan Umum (Pernyataan Domisili Tempat Tinggal);
22. SOP Pelayanan Umum (Pernyataan Pensiun);

23. SOP Pelayanan Umum (Keterangan Waris);

24. SOP Pelayanan Umum (Legalisasi);

25. SOP Pelayanan Umum (Pelayanan non perizinan lain yang menjadi
kewenangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan);

26. SOP Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan (Izin Penggunaan/
Pemakaian Barang Milik Daerah);

27. SOP Pelayanan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) - Nikah Non
Muslim;

28. SOP Pelayanan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) - Dispensasi
Nikah;

29. SOP Pengaduan Warga;
30. SOP Pemanfaatan Podjok Literasi.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

Standar Operasional Prosedur yang ada di Kemantren Gondokusuman
sebagaimana tersebut pada diktum pertama

Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu,
waktu dan prosedur

Ruang Lingkup SOP ini juga terkait dengan penanganan/tindaklanjut
pelayanan, pengaduan, laporan/informasi yang disampaikan masyarakat
melalui aplikasi Jogja Smart Service.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan
perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan.

Ditetapkan di  : Yogyakarta
Pada Tanggal : 20 Juli 2022

MONG PRAJA
GONDOKUSUMAN

~—

1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Yogyakarta;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta.

SECOND AVARTD

SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNING NGAYOGYOKARTO

KEMANDIRIAN-KEDISIPLINAN-KEPEDULIAN-KEBERSA



Pemerintah Kota Yogyakarta
Kemantren Gondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 1

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022
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Disahkan Oleh

.....
‘‘‘‘‘

\\\\\\\

JISUMANS- 5 1)
~ Guritno, AP
19750710'199501 1 002

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama SOP Pelayeiﬁe{‘ﬁ Administrasi Surat Masuk

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
2. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Surat Keluar
2. Kearsipan

1. Komputer dan jaringan internet
2. Lembar Kerja

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila penanganan dan pengelolaan surat masuk terhambat maka semua
aktifitas perkantoran juga akan terhambat.




SOP PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT MASUK KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Pengadministrasi | Ka.Subbag Mantri
Umum Umum Kepeg | Pamong Praja Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
Menerima, mc?ncatat, me{nberi. . Buku agenda surat masuk Surat dicatat dalam buku
nomor, memberikan lembar disposisi, - avenda  dan  dilenckani
1. |dan kartu kendali masuk, dan Lembar disposisi 3 menit & .a . ngkap
. lembar diposisi dan kartu
menyampaikan surat masuk ke Ka. Kendali K
Subbag Kartu kendali masuk cndall masu
Lembar diposisi
Membaca isi surat, mencatat dan . Surat masuk tercatat dal
mengarahkan unit pengolah dengan S Kartu kendali masuk . urat masuk tercata a.am.
2. . 2 5 menit [buku bantu dan sudah diberi
memberikan kode pada lembar
. . Surat masuk kode
disposisi |
Menerima kembali surat masuk yang Lembar diposisi
3 sudah diberi kode oleh ka. Subbag - Kartu kendali masuk > menit Surat masuk sudah diberi
dan menyampaikan ke Mantri ) S Surat masuk kode oleh Ka Subbag
Pamong Praja
4 Mendisposisi surat masuk untuk > - S menit Lembar disposisi yang
ditindaklanjuti sudah diparaf
Menerima disposisi surat masuk dari . . ..
5 . . 1 menit |Disposisi surat masuk
Mantri Pamong Praja
Mencatat disposisi kepala dalam .
6 |buku register dan mendistribusikan 5 menit Suratterdokumentasi  dan

kepada yang bersangkutan

terdistribusikan




Pemerintah Kota Yogyakarta
Kemantren Gondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 2

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama SOP Pelayeiﬁe{‘ﬁ Admnistrasi Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer
2. Mengetahui aturan dan regulasi persuratan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Kegiatan Eksternal dan internal
2. Kearsipan

1. Komputer dan jaringan internet
2. Lembar Kerja

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Apabila penanganan dan pengelolaan surat keluar terhambat maka aktifitas
perkantoran juga akan terhambat.




SOP PELAYANAN ADMINISTRASI SURAT KELUAR KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Pelaksana Mutu Baku
. Mantri
No Kegiatan . ini
gl Staff Ka.Subbag/K Mantri Anom| Pamong Pengfldmlmst Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu Output Keterangan
a Jawatan . rasi Surat
Praja
Pembuatan Draft surat sesuai dengan Surat dicatat dalam buku
. Buku agenda surat keluar . X
perihalnya berdasarkan konsep surat agenda dan dilengkapi
1. [|dari Kepala Sub Bagian atau Kepala :] Lembar disposisi 20 menit |lembar diposisi
Jawatan ‘
Koreksi draft surat dllakuka.m. oleh Lembar diposisi S}lrat.y.ang-sudah
Kasubag/KaJawatan, dan diajukan diverifikasi
ke Mantri Anom - 5 Kartu kendali keluar
2. 10 menit
Menerima dan mencermati surat Lembar diposisi Surat yang sudah
3 ;nn.Jk diajukan ke Mantri Pamong Kartu kendali keluar 10 menit diverifikasi
raja Surat keluar
Menandatangani Surat Surat sudah di tandatangani
4 » 5 menit
Pemberian nomor surat, pencatatan Surat sudah diberi nomor,
5 |dan pengiriman surat keluar — C] S menit |terdokumentasi dan

terdistribusi




Pemerintah Kota Yogyakarta
Kemantren Gondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 3

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

Disahkan Oleh

........
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Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Nama SOP

Pembehéﬁ éu‘ﬁ Tahunan, Cuti Alasan Penting

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4. Peraturan BKN nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti
Pegawai Negeri Sipil

Memiliki kemampuan untuk memverifikasi data kepegawaian

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Surat Masuk

Peraturan tentang cuti pegawai

Rekap data cuti pegawai

Aplikasi pengajuan cuti

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaklengkapan data dan aturan dapat menyebabkan kesalahan dalam
pemberian cuti bagi pegawai




SOP : Pemberian Cuti Tahunan, Cuti alasan penting

Pelaksana Mutu Baku
N 3 K M t o . . .
© cgatan Pengadministrasi Ka.Subbag  |Mantri Anom Maptrl Pamong Persyaratan/ Waktu Output Keterangan
Umum Praja Kelengkapan
Format surat
Menerima, mencatat,memberi permohf)nan dap Surat dicatat dalam
nomor,memberikan lembar disposisi dan Pemberian ~ Cuti buku agenda dan
1 kartu kendali masuk dan menyampaikan Komputer 5 menit dilengkapi lembar
surat permohonan cuti dari pegawai ke - Lembear disposisi disposisi dan kartu
Ka.Subbag. kendali masuk
Kartu kendali masuk
Membaca isi surat,mencermati, mencatat Kartu kendali masuk Surat masuk tercatat
dan mengarahkan unit pengolah dengan 3 - . dalam buku Bantu
2 memberikan kode pada lembar disposisi dan Surat masuk 5 menit dan sudah diberi
menyampaikan ke-Mantri Anom Peraturan  tentang kode.
Cuti
Peraturan tentan Pada Tembar
memberikan catatan pertimbangan — e g . disposisi di sebelah
3 R Cuti, Situasi dan 5 menit .. .
pertimbangan Kondisi Kant. kiri bawah diberikan
ondisi Kantor bt
i Surat sudah
4 Menandatangani Surat - ditandatangani
memberi Nomor, Menggandakan, | Buku Cuti Pegawai Surat diberi nomor
5 Menyetempel dan memberikan kepada Ybs - Stempel 30 menit Digandakan

dan tembusan surat kepada instansi terkait

Dan didistribusikan.




Nomor SOP 4
Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)
Pemerintah Kota Yogyakarta Tanggal Efektif 20 ‘]”"‘202‘2 :
KemantrenGondokusuman Disahkan Oleh ,\ , — Mahtﬂ PamongPraJa
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta
\ 197 ,59%‘3'3”909%1 1002
Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Fenyusmdﬂ\;{eﬁdana Kerja Perangkat Daerah
Renja SKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

4. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan SKPD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP PelayananAdministrasi surat masuk dan surat keluar

Renstra , Format penyusunan Renja, Hasil Musrenbang

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Renja akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD untuk periode satu tahun, Apabila tidak dilaksanakan
sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja SKPD ini tidak akan berjalan lancar

Rumusan rencana program dan kegiatanuntuk periode satu tahun




Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kemantren Gondokusuman

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Mantri Tim PPTK | Mantri Kelengkapan Waktu Out put
Anom |Penyusun Pamong
Renja Praja
1. | Memerintahkan penyusunan Disposisi surat 5 menit | Disposisi surat SOP pelayanan adm
Rencana Kerja (Renja) ( ) surat masuk dan
surat keluar
2 Membuat format pengumpulan '__¢ Format penyusunan | 1 jam Format penyusunan
data dan informasi rencana kerja Dokumen Renja Dokumen Renja
tahunan berdasarkan hasil
musrenbang .
3 Menyampaikan format pengumpul- v Format penyusunan | 15 Format
an data dan informasi rencana Dokumen Renja menit penyusunan
kerja tahunan kepada masing- Dokumen Renja
masing PPTK .
4 Mengundang Mantri Pamong v Undangan rapat 10 Undangan rapat
Praja dan PPTK untuk rapat menit
pembahasan rencana kerja . .
5 Melaksanakan rapat pembahasan v v v v Draft Renja 2 jam Draft Renja
rencana kerja tahunan
6 Menghimpun format data( hasil | Draft Renja 2 jam Draft Renja
Musrenbang ) dan informasi A
rencana kerja tahunan dari
masing-masing PPTK
7 Menganalisis data dan informasi Draft Renja 1 hari Draft Renja
renja yang telah terkumpul I
8. | Membuat konsep rencana kerja ¥ Draft Renja 1 hari Draft Renja
(Renja) tahunan
9. | Mengoreksi konsepDokumen _ Draft Renja 1jam Dokumen Renja
rencana kerja (Renja) tahunan ) —[Tidgk
10. | Menyampaikan Dokumen Y Ya Dokumen Renja 10 Dokumen Renja
rencana kerja tahunan kepada menit
Mantri PamongPraja untuk @
memintakan persetujuan




11. | Penandatanganandokumen Dokumen Renja 5 menit | DokumenRenja
rencana kerja tahunan oleh
Mantri Pamong Praja
14. | Pengiriman dokumen rencana Dokumen Renja 10 Dokumen Renja
menit

kerja tahunan Kemantren ke
Bappeda melalui link Bappeda




Pemerintah Kota Yogyakarta
KemantrenGondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 5

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

Disahkan Oleh @ Méntri RamongPraja

S Guritito, AP
19750710/199501 1 002

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Penyusﬁﬁ%fn}ﬁéﬁ'crana Kerja dan Anggaran (RKA)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Pemerintahan

5. Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntansi

Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja
Anggaran SKPD

Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan
dan anggaran SKPD untuk periode 1 tahun anggaran.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
SOP Penyusunan dan Pelaporan Informasi Kegiatan

Dokumen Renja SKPD
Program, kegiatan dan anggaran

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

RKAakan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung)
program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKA SKPD ini tidak akan berjalan
lancar

Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran




Prosedur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemantren Gondokusuman

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Mantri | Kasubag PPTK Mantri | Kelengkapan | Waktu Output
Anom KPEP Pamong
Praja
1. | Memerintahkan penyusunan Disposisi 30 Disposisi surat SOP pelayanan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) C} surat menit adm surat masuk
Kemantren | dan surat keluar
2 Membuat format pengumpulan '—_¢ Format 30 Format
data dan informasi RKA dari penyusunan | menit penyusunan RKA
masing-masing PPTK | RKA
3 Menyampaikan format pengumpul- ‘——¢ Format 15 Draft usulan
an data dan informasi rencana penyusunan | menit RKA dari
kerja anggaran kepada masing- RKA masing-masing
masing PPTK . PPTK
4 Mengundang Mantri Pamong v Undangan 30 Undangan rapat | SOP
Praja dan PPTK untuk rapat rapat menit Penyusunan dan
pembahasan RKA Pelaporan
Informasi
i i i Kegiatan
5 Melaksanakan rapat pembahasan A4 Draft usulan | 2 jam Draft usulan
RKA RKA RKA
6 Melakukan input RKA pada SIPD Draft RKA 3 hari Draft RKA dari
y dari masing- masing-masing
masing RKA
PR B PPTK
7. | Mencermati hasil input RKA dan - Draft usulan | 1 jam Draft usulan
menyiapkan dokumen RKA RKA RKA
8. | Mengoreksi konsep Dokumen Dokumen 1jam Dokumen RKA
RKA idak RKA
<
9. | Menyampaikan Dokumen RKA ' Dokumen 10 Dokumen RKA
kepada Mantri Pamong Praja ’i' RKA menit

untuk memintakan persetujuan




10. | Penandatanganan dokumen RKA Dokumen 5 menit | Dokumen RKA
oleh Mantri Pamong Praja RKA
11. | Pembuatan surat pengantar Konsep surat | 10 Surat Pengantar | SOP pelayanan
pengiriman sekaligus penomoran pengantar menit adm surat masuk
surat dan keluar
12 | Penggandaan Dokumen RKA Dokumen 30 Dokumen RKA
RKA menit
13. | Pengiriman dokumen RKA ke Dokumen 10 Dokumen RKA
BPKAD dan pengarsipan Laporan menit

Tahunan




Pemerintah Kota Yogyakarta
KemantrenGondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 6

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

Disahkan Oleh Mantn PamongPraja

—@Guritno, AP

p=2-1E LT e

197/50’710 199501 1 002

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Penyusﬂnaﬁ ’i”erubahan Anggaran

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Pemerintahan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

6. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah

8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntansi

Memiliki  kewenangan dalam membuat dan menyusun usulan
pergeseran/perubahan anggaran SKPD
Memiliki kemampuan untuk menyusun menyusun usulan

pergeseran/perubahan anggaran SKPD

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pelayanan Admnistrasi Surat Masuk dan Keluar

DPA
Renja Perubahan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Perubahan anggaran ini sebagai acuan dalam penyesuaian pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi SKPD dengan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pergeseran/perubahan
anggaran ini tidak akan berjalan lancar

Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran




Prosedur Penyusunan Usulan Pergeseran/Perubahan Anggaran

No Kegiatan Pelaksana Mutu baku Ket
Mantri Kasubag PPTK Mantri Komisi/ Kelengkapan Waktu Out put
Anom KPEP PamongPraja | TAPD
1. | Memerintahkan penyusunan Disposisi surat 5 menit | Disposisi surat SOP alur
Pergeseran/ Perubahan Anggaran C) surat
masuk
‘ dan surat
keluar
2 Membuat format pengumpulan Y Format enyusunan 30 menit | Format penyusunar
data dan informasi tentang Perge- pergeseran/ perubahan pergeseran/
seran/ Perubahan Anggaran anggaran perubahan
anggaran
3 Menyampaikan format pengumpul- v Format penyusunan 15 menit | Draft usulan
an data dan informasi tentang pergeseran/ perubahan pergeseran/
Pergeseran/Perubahan Anggaran anggaran perubahan
kepada PPTK | anggaran PPTK
4 Mengundang MPP dan PPTK v Undangan rapat 30 menit | Undangan rapat
untuk rapat pembahasan
Pergeseran/Perubahan Anggaran
5 | Melaksanakan rapat pembahasan y y v Draft usulan 2 jam Draft usulan perge-| SOP
Pergeseran/Perubahan Anggaran pergeseran/perubahan seran/perubahan | Pelaksanag
| \ anggaran anggaran n rapat
6 Melakukan input perubahan target v Draft usulan 1 jam Draft usulan perge-
output dan anggaran pada SIPD pergeseran/perubahan seran/perubahan
berdasarkan data usulan anggaran anggaran
perubahan dari PPTK ]
7. Menyusun draft usulan perubahan Y Draft usulan pergeseran | 1 jam Dok. pergeseran/
pergeseran anggaran /perubahan anggaran perubahan
,_J anggaran
8. | Menyusun konsep usulan v
pergeseran/ perubahan anggaran [
9. | Mengoreksi konsep Dokumen T Dokumen pergeseran/ 30 menit | Dokumen pergese-
Pergeseran/Perubahan Anggaran — " perubahan anggaran ran/perubahan ang-
Ya garan
10. | Menyampaikan Dokumen ' Dokumen pergeseran/ 10 menit | Dokumen pergese-

Pergeseran/Perubahan Anggaran
untuk memintakan persetujuan

perubahan anggaran

ran/perubahan

anggaran




11. | Persetujuan dokumen v Dokumen pergeseran/ 5 menit | Dokumen pergese-
usulanPergeseran/Perubahan perubahan anggaran ran/perubahan
Anggaran untuk pembahasan N anggaran
Komisi dan tim TAPD

12. | Pembahasan oleh Komisi dan tim Tidal Konsep surat pengantar | 10 menit | Surat Pengantar
TAPD

Ya

13. | Melakukan input RKPA pada

SIPD
*_4

14. | Mencermatihasil input RKPA dan Draft usulan RKPA 1 jam Draft usulan RKPA
menyiapkan dokumen RKPA

15. | Mengoreksi konsep Dokumen _dgﬁ Dokumen RKPA 1 jam Dokumen RKPA
RKPA L

Ya
Menyampaikan Dokumen RKPA v Dokumen RKPA 10 menit | Dokumen RKPA

16. | kepada Mantri Pamong Praja
untuk memintakan persetujuan |

17. | Penandatanganan dokumen v Dokumen RKPA 5 menit | Dokumen RKPA
RKPA oleh Mantri PamongPraja

18. | Pembuatan surat pengantar Konsep surat pengantar | 10 menit | Surat Pengantar
pengiriman sekaligus penomoran
surat l

19. | Penggandaan Dokumen RKPA Dokumen RKPA 30 menit | Dokumen RKPA

3
20. | Pengiriman dokumen RKPA ke Dokumen Laporan 10 menit | Dokumen RKPA

BPKAD dan pengarsipan

Tahunan




Nomor SOP 7

TglDitetapkan 20 Juli 2022
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
Standar Operasional Prosedur : Waktu Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksana
SOP Pengumpulan Data Kinerja 1 minggu @ 120 menit

1. Kepala Subbag Keuangan
Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan(S1 BidangEkonomi/
Sospol/ Hukum, diutamakan S2
bidang Manajemen/ Ekonomi
Pembangunan/ Magister Adm. Publik/
Adm. Negara/ yang serumpun)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana
Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;

Prosedur :

1. Melakukan koordinasi dengan PPTK dalam rangka pengukuran kinerja Kemantren Gondokusuman melalui
pencermatan data-data yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja dan koordinasi pengumpulan data Kinerja

2. Menerima data kinerja dari PPTK yang digunakan untuk pengukuran kinerja

3. Menyampaikan data kinerja dari PPTK kepada Analis PEP untuk direkap dan diolah yang digunakan dalam
pengukuran kinerja

4. Melakukan verifikasi hasil olah data dengan dokumen pendukung dan mengembalikan data kinerja kepada PPTK
apabila ada kesalahan data dan menerima kembali hasil revisi untuk diolah oleh Analis PEP

5. Menerima hasil olahan dan rekap data kinerja yang telah terverifikasi untuk pengukuran kinerja

Disahkan oleh : Revisi tanggal

7

/ T; i AN N
7/, &~ Mantri-PamongPraja

o ——Guritng/ AP

A\ NIP. 197607101995011002
NGVAKE




Pemerintah Kota Yogyakarta
KemantrenGondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 8

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022

Tanggal Revisi (ditinjau
kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022-

Disahkan Oleh ; “’"*'M'éi_gtr‘i PamongPraja

- G“ur!tno, AP
19750710 199501 1 002

Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Peny\suﬂa‘rf Léporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang SistemAkuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Rl Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP).

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja
SKPD.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk Surat Keluar
SOP Pengumpulan Data Kinerja
SOP Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Jangka Menengah

Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Laporan Realisasi Keuangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila tidak
dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak akan berjalan
lancar.

Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja




Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kemantren Gondokusuman

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Mantri [Kasubag| PPTK | Mantri Kelengkapan Waktu Output
Anom | KPEP Pamong
Praja

1. | Memerintahkan penyusunan Disposisi Surat 5 menit | Disposisi surat SOP pelayanan

LAKIP C) administrasi surat
masuk dan surat
keluar

2 Membuat format pengumpulan v Format penyusunan 1 jam Format penyusunan
data dan informasi kinerja dari LAKIP LAKIP
masing-masing PPTK I

3 Menyampaikan format '—j Format penyusunan 30 Format penyusunan
pengumpulan data dan informasi LAKIP menit LAKIP
kinerja kepada masing-masing
PPTK .

4 Menghimpun format data dan v Format penyusunan 1jam Format penyusunan | SOP pengumpulan
informasi kinerja dari masing- LAKIP LAKIP data kinerja
masing PPTK

5 Menganalisis dan mengevaluasi v Format penyusunan 2 jam Draft LAKIP SOP monev
data dan informasi kinerja yang LAKIP capaian kinerja jk
telah terkumpul menengah

6. | Membuat dokumen LAKIP v Draft LAKIP 2 hari Dokumen LAKIP

A
7. | Mengoreksi Dokumen LAKIP X Dokumen LAKIP 2 jam Dokumen LAKIP Hasil analisis dan
Tida evaluasi capaian
kinerja, dan
Ya realisasi keuangan

8. | Menyampaikan Dokumen LAKIP v Dokumen LAKIP 3jam Dokumen LAKIP Konsep LAKIP
kepada Mantri PamongPraja
untuk memintakan persetujuan

9. | Penandatanganan dokumen v Dokumen LAKIP 5 menit | Disposisi Dokumen LAKIP
LAKIP Mantri Pamong Praja persetujuan

dokumen LAKIP




10. | Pembuatan surat pengantar Konsep surat pengantar | 10 Surat Pengantar SOP pelayanan
pengiriman sekaligus penomoran menit administrasi surat
surat masuk dan keluar

11 | Penggandaan Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 30 Dokumen LAKIP

menit

12. | Pengiriman dokumen LAKIPke Dokumen LAKIP 10 Dokumen LAKIP

BAPPEDA, Bagian Organisasi, menit

Inspektorat dan pengarsipan




Pemerintah Kota Yogyakarta

KemantrenGondokusuman

Nomor SOP 9

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022

Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

Disahkan Oleh /\({/‘Z\ "I"':I\;I%ntrj PamongPraja

Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta i GONDOKUSY w i}
\ J_"“" /Guritno, AP
N 50710 199501 1 002
Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyustindn Laporan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

8.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2019 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
SKPD

Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data dan
informasi bahan laporan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar
SOP Pengumpulan Data Kinerja

Format Laporan Tahunan
Laporan Realisasi Keuangan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Laporan keuangantahunan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses
penyusunan laporan tahunan ini tidak akan berjalan lancar.

Capaian kinerja, realisasi program dan kegiatan SKPD




Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Kemantren Gondokusuman

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Mantri |Kasubag|Pengelola| Mantri Kelengkapan Waktu Output
Anom | KPEP |Akuntansi|Pamong
Praja
1. | Memerintahkan penyusunan C) Disposisi surat 5 Disposisi surat SOP pelayanan
Laporan KeuanganTahunan menit adm surat masuk
dan surat keluar
2 Menyampaikan kepada pengelola Format penyusunan 1jam | Format penyusunan
akuntansi untuk menyiapkan Y Laporan Keuangan Laporan Keuangan
laporan keuangan .
3 Menyusun laporan keuangan '——+ SIPKD 15 Laporan Keuangan
tahunan (Neraca, LRA, CALK) menit
4 Menganalisis data laporan | Format penyusunan 1jam | LaporanKeuangan
keuangan dan menyusun laporan v Laporan Keuangan
penjabaran keuangan r A
7. | Mengoreksi Dokumen Laporan X Dokumen Laporan 30 Dokumen Laporan
Keuangan Q Tida Keuangan menit | Keuangan
8. | Menyampaikan Dokumen | Ya Dokumen Laporan 10 Dokumen Laporan
Laporan Keuangan kepada v Keuangan menit | Keuangan
Mantri Pamong Praja untuk
memintakan persetujuan
9. | Penandatanganan dokumen \ Dokumen Laporan 5 Disposisi persetujuan
Laporan Keuangan oleh Mantri — Keuangan menit | Dokumen Laporan
Pamong Praja Keuangan
10. | Pembuatan surat pengantar Konsep surat 10 Surat Pengantar SOP pelayanan
pengiriman sekaligus penomoran v pengantar menit adm surat masuk
surat dan keluar
11 | Penggandaan Dokumen Laporan A 4 Dokumen laporan 30 Dokumen Laporan
Keuangan Keuangan menit | Keuangan
12. | Pengiriman dokumen Laporan v Dokumen Laporan 5 Dokumen Laporan
Keuangan ke BPKAD dan ( ) Keuangan menit | Keuangan
pengarsipan




Pemerintah Kota Yogyakarta
KemantrenGondokusuman
JIn Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 10

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

“v\N |

Disahkan Oleh Mamn PamongPraja

~ANDOKUSUMANS- 5

%\ ————Guritno, AP
119750710/199501 1 002

Sub BagianKeuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

N £ " .
Nama SOP Review Renstra:

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

3. Perda Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah

Memiliki kewenangan dalam melakukan review Renstra

Memiliki kemampuan dalam menganalisis data capaian Renstra

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pengumpulan Data Kinerja

Renstra, Renja, DPA SKPD

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Reviu Renstra merupakan proses evaluasi pada periode perencanaan berjalan
dalam rangka pencapaian target Renstra. Apabila tidak dilaksanakan maka target
Renstra tidak akan tercapai

Laporan SKM, Laporan Evaluasi Kelurahan, Laporan Angka Swadaya Murni
Masyarakat, Laporan Pelanggaran Perda




Prosedur Review Renstra

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Mantri [Kasubag|Eselon IV MPP Kelengkapan Waktu Out put
anom KPEP
1. | Memerintahkan Disposisi Surat 5 Disposisi surat
melakukanreviuRenstra C) menit
2 Membuat format pengumpulan | Format reviu 1jam | Format reviu Renstra
data indikator capaian Renstra Renstra
3 Menyampaikan format |——* Format reviu 30 Format reviu Renstra
pengumpulan data indikator Renstra menit
capaian Renstra I
4 Menghimpun format data v_ | Format reviu 1jam | Format reviu Renstra | SOP Pengumpular
indikator capaian Renstra Renstra data kinerja
5 Menganalisis dan mengevaluasi v Format reviu 5 Draft Laporan Reviu
data indikator capaian Renstra Renstra menit | Renstra
yang telah terkumpul
6. | Membuat Laporan Reviu Renstra Laporan Reviu 1 hari | Laporan Reviu
— - Renstra Renstra
A
7. | Mengoreksi Laporan Reviu Y Laporan Reviu 2 jam | Laporan Reviu
Renstra <> Tid Renstra Renstra
| Ya
8. | Menyampaikan Laporan Reviu ¥ Laporan Reviu 3 jam | Laporan Reviu
Renstra kepada MPP untuk Renstra Renstra
memintakan persetujuan
9. | Penandatanganan Laporan Reviu v Laporan Reviu 5 Disposisi
Renstra olen MPP Renstra menit | persetujuan Laporan
Reviu Renstra
10. | Pembuatan surat pengantar Konsep surat 10 Surat Pengantar
pengiriman sekaligus penomoran pengantar menit
surat
11 | Pengiriman Laporan Reviu Laporan Reviu 30 Laporan Reviu
Renstra ke BAPPEDA dan Renstra menit | Renstra

pengarsipan




Pemerintah Kota Yogyakarta
KecamatanGondokusuman
JIn Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 11

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Revisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

S

Disahkan Oleh

# \———"Gurjtno, AP
19750710'199501 1 002

N \ \

Sub BagianKeuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Nama SOP Review KU &7

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

2. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025

3. PP No. 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

4. Perda Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022

5. Kepwal Kota Yogyakarta No. 503 Th 2018 tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Tahun 2017-2022 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Memiliki kewenangan dalam melakukan review IKU

Memiliki kemampuan dalam menganalisis data capaian IKU

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Pengumpulan Data Kinerja

Renstra

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Review IKU dilakukan untuk penyempurnaan Renstra dan meningkatkan kualitas
SAKIP. Apabila tidak dilakukan maka capaian kinerja tidak akan baik.

Laporan SKM, Laporan Evaluasi Kelurahan, Laporan Angka Swadaya Murni
Masyarakat, Laporan Pelanggaran Perda




Prosedur Review IKU

No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Mantri [Kasubag|Eselon IV MPP Kelengkapan Waktu Out put
Anom | KPEP

1. | Memerintahkan melakukan Disposisi Surat 5 Disposisi surat

review IKU Q menit
2 Membuat format pengumpulan ' Format reviu IKU 1jam | Format reviu IKU

data capaian IKU |
3 Menyampaikan format Q— Format reviu IKU 30 Format reviu IKU

pengumpulan data capaian IKU menit

I

4 Menghimpun format data capaian v Format reviu IKU 1jam | Format reviu IKU SOP

IKU Pengumpulan

data kinerja

5 Menganalisis dan mengevaluasi v v Format reviu IKU 5 Draft Laporan

data capaianlKU yang telah menit | ReviulKU

terkumpul
6. | Membuat laporan reviu IKU 4 Laporan Reviu IKU | 1 hari | Laporan Reviu IKU

A
7. | Mengoreksi Laporan Reviu IKU <"> Laporan Reviu IKU | 2 jam | Laporan Reviu IKU
Tida

8. | Menyampaikan Laporan Reviu vavy Laporan Reviu IKU | 3jam | Laporan Reviu IKU

IKU kepada Camat untuk

memintakan persetujuan |
9. | Penandatanganan Laporan Reviu Laporan Reviu IKU |5 Disposisi persetujuan

IKU oleh MPP menit | Laporan Reviu IKU

I |

10. | Pembuatan surat pengantar Lz Konsep surat 10 Surat Pengantar

pengiriman sekaligus penomoran pengantar menit

surat
11 | Pengiriman Laporan Revieu IKU @ Laporan Reviu IKU | 30 Laporan Reviu IKU

ke BAPPEDA dan pengarsipan menit




Nomor SOP 12

Tgl Ditetapkan 20 Juli 2022
KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
Standar Operasional Prosedur : Waktu Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksana
SOP Monitoring Capaian Kinerja Eselon 1 minggu @ 120 menit

1. Kepala Subbag Keuangan
Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan(S1 Bidang Ekonomi/
Sospol/ Hukum, diutamakan S2
bidang Manajemen/ Ekonomi
Pembangunan/ Magister Adm. Publik/
Adm. Negara/ yang serumpun)

Dasar Hukum :

1.
2.
3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;
Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana
Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Prosedur :

1.

w

Melakukan koordinasi dengan struktural eselon Ill dan IV dalam rangka pengukuran Kinerja eselon melalui
pencermatan data-data yang dibutuhkan

Menyampaikan form pengukuran Kinerja eselon kepada seluruh struktural untuk diisi setiap tri wulan

Menerima form pengukuran Kinerja yang telah diisi dan ditandatangani

Melakukan verifikasi pengisian pengukuran Kinerja dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, dan
mengembalikan form pengukuran kinerja kepada yang bersangkutan apabila ada kesalahan data

Menerima form pengukuran Kinerja yang telah terverifikasi untuk diarsip oleh Analis PEP

Disahkan oleh : Revisi tanggal

NOip;197507101995011002
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KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
Standar Operasional Prosedur : Waktu Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksana
SOP Monitoring Capaian Kinerja Jangka 1 hari @ 120menit
Menengah 1. Kepala Subbag Keuangan

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
(S1 BidangEkonomi/ Sospol/ Hukum,
diutamakan S2 bidang Manajemen/
Ekonomi Pembangunan/ Magister
Adm. Publik/ Adm. Negara/ yang
serumpun)

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan PresidenNomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja InstansiPemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
PedomanEvaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana
Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Prosedur :

1. Melakukan koordinasi dengan PPTK (Jawatan Umum, Jawatan Praja, Jawatan Sosial dan Jawatan Keamanan)
dalam rangka monitoring capaian kinerja jangka menengah setiap tri wulan

2. Menerima data capaian kinerja jangka menengah dari PPTK

3. Mengevaluasi capaian kinerja jangka menengah dari PPTK

4. Menginput capaian kinerja jangka menengah pada SIMONEVA

Disahkan oleh : Revisi tanggal

I
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219 %5@71‘01995011002




Pemerintah Kota Yogyakarta
KemantrenGondokusuman
JInMunggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 14

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

Disahkan Oleh

\ *,‘Mar)tn PamongPraja

“Gutitho, AP
197 /0710 199501 1 002

Jawatan Praja

Nama SOP Pelak%néanMUsrenbang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Admnistrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor85 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pemerintah Kota
Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan
Fungsi, Rincian Tugas, dan tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta.

Memiliki kemampuan untuk memverifikasi data kewilayahan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Profil
SOP Monografi
SOP Surat Masuk

Data kewilayahan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaklengkapan atau ketidaktepatan data usulan dapat menyebabkan pengusulan
kegiatan yang tidak tepat sasaran




SOP PELAKSANAAN MUSRENBANG

Pelaksana Mutu Baku
Ka Ja
No. Kegiatan P inistrasi Kemakmuran Stakeholder tk | Mantri Pamon Persyaratan/
& engadministrasi Ka. Ja Praja uran, ' . g 4 Waktu Output Keterangan
umum Keamanan, kemantren Praja Kelengkapan
Sosial, Umum
data usulan kegiatan dari Daftar usulan
1 |Menerima data usulan kelurahan dan lembaga | Smenit @ pengusul usu
. musrenbang
tingkat kemantren
Menyajikan usulan2 kelurahan dan lembaaga data usulan kegiatan dari
. Sy . . Daftar usulan
2 ke kepala jawatan sesuai bidang masing- kelurahan dan lembaga 1 hari
R . musrenbang
masing tingkat kemantren
Melakukan verifikasi usulan kepada data usulan kegiatan dari .
. Hasil usulan yang
3 |stakeholder (kelurahan/ lembaga pengusul ) kelurahan dan lembaga 1 minggu telah diverifikasi
yang diampu masing2 jawatan tingkat kemantren
‘1’ Daftar usulan
4 Melakukan penyusunan skala prioritas Data usulan yang telah 2 hari prioritas dan non
terhadap usulan yang telah terverifikasi diverifikasi prioritas
musrenbang
Menyelenggarakan musrenbang tingkat Daft i ioritas d ,Drift ujlﬂan
5 |kemantren untuk mendapatkaan feedback atiar ustrati prioritas can 1 hari priotitas ¢ail nol
non prioritas musrenbang prioritas
stakeholder
musrenbang
Memvalidasi draft usulan prioritas dan non Draft usulan prioritas dan . Laporan usulan
6 . . 3 hari musrenbang
prlorltas muSrCnbang non prlorltas rnusrenbang kemantren
Laporan Usulan
musrenbang
Menandatangani Laporan Usulan Laporan usulan . kemantren yang
7 30 menit .
Musrenbang Kemantren musrenbang kemantren telah disahkan

Mantri Pamong
Praja




Menggandakan, menjilid dan membubuhi
stempel pada Laporan Usulan Musrenbang

Laporan usulan

Laporan Usulan
Musrenbang
Kemantren telah

K tren, d irim ke B d: ;
ermantren, Can mengirim ke Bappeda musrenbang kemantren 3 jam digandakan, dijilid
dan terkirim ke
Bappeda

Mengirim softcopy Usulan Musrenbang ke Laporan Hasil Evaluasi Softcopy usulan

Bappeda dan mengarsipkan laporan tersebut Kelurahan tingkat S menit musrenbang
kemantren telah

Kemantren

dikirim ke Bappeda




Pemerintah Kota Yogyakarta

KemantrenGondokusuman

Nomor SOP 15

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022

Disahkan Oleh

,,/\\"lr:»;,‘-_ -
/@ ~—MantriPamongPraja

f oy

Gurit‘no AP

Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta O —19]5@71-0, 199501 1 002
Jawatan Praja Nama SOP Penyustinan Monografi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan ;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Monografi Desa Dan Kelurahan;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di
Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan
Kelurahan Fungsi, Rincian Tugas, dan tata Kerja Kelurahan di Lingkungan
Kota Yogyakarta.

Memiliki kemampuan untuk memverifikasi data kewilayahan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Profil Data kewilayahan
SOP Surat Masuk
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Ketidaklengkapan data dalam penyusunan laporan monografi mengakibatkan
informasi yang tersedia kurang valid




SOP PENYUSUNAN MONOGRAFI

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pengadministrasi . Mantri Pamon Persyaratan/
& i Ka. Ja Praja . g Y Waktu Output Keterangan
umum Praja Kelengkapan
Laporan monografi
kelurahan semester s . b s
. t t
1 |Menerima monografi kelurahan sebelumnya menit @ ata onograt
kelurahan kelurahan
Data monografi
kelurahan
\1, Laporan monografi Monografi
kelurahan semester -
. . . . Kelurahan dicek
Meneliti dan verifikasi isian pada sim ) sebelumnya .
2 1 jam @ kelurahan kebenaran dan
monografi kelengk:
Data monografi kelurahan clengkapan
di sim monografi datanya
v
Monografi
. kelurahan sudah
L. 30 menit @
3 | Validasi data monografi kelurahan Data monografi kelurahan lengkap dan benar
kelurahan . .
isiannya di SIM
Monografi
v
Mengkompilasi monografi kelurahan menjadi Draf monografi
3 £ P & ! Data monografi kelurahan 2 jam kemantren telah
monografi kemantren
tersusun
Laporan Monografi
4 |Menandatangani Monografi Kemantren —_— Draf Monografi kemantren 5 menit kemantren telah
| ditandatangani
Laporan Monografi
5 Menerima Monografi yang sudah - Laporan Monografi 5 menit kemantren telah
ditandatangani dan membuat surat pengantar kemantren dibuat surat
pengantar
Menggandakan dan memberikan stempel Laporan Monografi
.. Laporan Monografi . kemantren telah
5 |kemantren pada monografi, mengirim ke 1 jam .
PD terkai kemantren digandakan dan
OPD terkait dijilid
/ Laporan Monografi
. L M fi .
6. |Mengarsipkan Laporan Monografi * aporan Aonogratt 5 menit Kemantren semester
kemantren

berjalan




Pemerintah Kota Yogyakarta
Kemantren Gondokusuman
JInMunggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 16

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022

Tanggal Reuvisi (ditinjau
kembali)

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Jawatan Praja

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan;

2. Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan
Pendayagunaan Data Profil Desa;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pemerintah Kota
Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan
Fungsi, Rincian Tugas, dan tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta.

Memiliki kemampuan untuk memverifikasi data kewilayahan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Monografi
SOP Surat Masuk

Data kewilayahan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaklengkapan data dalam penyusunan
informasi yang tersedia kurang valid

laporan profil mengakibatkan




SOP PENYUSUNAN PROFIL

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan P dministrasi . Mantri Pamon Persyaratan/
. engadministrast Ka. Ja Praja . g ¥ Waktu Output Keterangan
umum Praja Kelengkapan
Laporan profil kelurahan 10 " Dat a5
1 |Menerima profil kelurahan tahun sebelumnya menit @ ata profi
kelurahan kelurahan
Data profil kelurahan
Laporan profil kelurahan Profil Kelurahan
) Meneliti dan verifikasi isian pada sim profil tahun sebelumnya 2 jam @ kelurahan dicek kebenaran dan
prodeskel ) kelengkapan
Data profil kelurahan di datanya
sim profil
Profil kelurahan
. . sudah lengkap dan
S 30 t . .
3 | Validasi data profil kelurahan pata profil kelurahan di menit @ benar isiannya di
sim profil kelurahan
SIM profil
Prodeskel
\]
o .. . Draf profil
Mengkompilasi profil kelurahan menjadi Data profil kelurahan di .
3 . 3 jam kemantren telah
profil kemantren sim profil ;
ersusun
/ Laporan Profil
4 |Menandatangani Profil Kemantren Draf Profil kemantren 5 menit kemantren telah
| ditandatangani
Menerima Profil yang sudah ditandatangani
dan membuat surat pengantar Laporan Profil
. kemantren telah
5 | Laporan Profil kemantren 5 menit )
dibuat surat
pengantar
Menggandakan dan memberikan stempel
kemantren pada monografi, mengirim ke Laporan Monografi
. . kemantren telah
5 |OPD terkait Laporan Profil kemantren 1 jam .
digandakan dan
dijilid
Mengarsipkan Laporan Profil y Laporan Profil
6. Laporan Profil kemantren 5 menit Kemantren tahun

berjalan




Pemerintah Kota Yogyakarta
KemantrenGondokusuman
Jin Munggur No. 32 telp. (0274) 520234 Yogyakarta

Nomor SOP 17

Tanggal Pembuatan 20 Juli 2022
Tanggal Reuvisi (ditinjau

kembali)

Tanggal Efektif 20 Juli 2022 -

Disahkan Oleh

#\ " Gllitrlo, AP
- 19750740/199501 1 002

Jawatan Praja

Nama SOP

T TAR T
PelaksanaanEvaluasi Perkembangan Kelurahan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang
Perkembangan Desa Dan Kelurahan;

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Yogyakarta ;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pemerintah Kota
Yogyakarta;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan
Fungsi, Rincian Tugas, dan tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta.

Memiliki kemampuan untuk memverifikasi data kewilayahan

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Profil
SOP Monografi
SOP Surat Masuk

Data kewilayahan

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Ketidaklengkapan data dalam penyusunan evaluasi kelurahan mengakibatkan
informasi yang tersedia kurang valid




SOP PELAKSANAAN EVALUASI PERKEMBANGAN KELURAHAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Pengadministrasi . Mantri Pamon . o Persyaratan/
& i Ka. Ja Praja . g Tim Penilai Lurah Y Waktu Output Keterangan
umum Praja Kelengkapan
1 Membentuk draft sk tim penilai evaluasi Data personil kemantren 1 jam Draft SK Tim
kelurahan
y
2 |Menandatangani SK Tim penilai -_ _1 Draft SK Tim 5 menit SK Tim Penilai
Ceurahan ds s epdese Evaluasi kelurahan
3 |Menerima data hasil evaluasi diri kelurahan . P 2 jam @ kelurahan | yang lengkap dan
tahun sebelumnya dan
. benar
| tahun berjalan
Data evaluasi diri .
— kelurahan di sim epdeskel Data evaluasi
4 |Validasi administrasi evaluasi kelurahan P 3 jam kelurahan yang
tahun sebelumnya dan
. lengkap dan benar
tahun berjalan
Paparan lurah berdasar Paparan lurah yang
5 |Pemaparan evaluasi perkembangan kelurahan isian administrasi di sim 1 hari dicocokkan dengan
epdeskel isian di sim epdeskel
Vv Tim melakukan klarifikasi Hasil Klarifikasi di
di lapangan dengan data di lapangan yg
5 |Klarifikasi lapangan . 1 hari @kelurahan | dicocokkan dengan
sim epdeskel dan paparan
lurah paparan Lurah dan
4 isian di sim epdeskel
Penilaian evaluasi kelurahan dan Hasil klarifikasi lapgngan, . Has?l penilaian da%l
3 inokatan hasil paparan lurah, dan isian 3 jam peringkat evaluasi
pemeringkatan hast sim epdeskel kelurahan
Hasil penilaian dan
. o . peringkat evaluasi Draft BA dan hasil
4 Menyusun Berita Acara Penilaian Evaluasi _ kelurahan 2 jam penilaian dan

Kelurahan

pemeringkatan




Menandatangani BA Penilaian Evaluasi

Kelurahan Draft BA dan hasil Berita Acara dan
- penilaian dan 15 menit hasil penilaian dan
pemeringkatan pemeringkatan
Mengkompilasi Berita Acara Penilaian
beserta hasil penilaian tahapan administasi, Berita Acara dan hasil Laporan Hasil
paparan Lurah dan klarifikasi lapangan penilaian, paparan Lurah 3 hari Evaluasi Kelurahan
beserta data-data pendukung dan data dukung tingkat Kemantren
Menggandakan, menjilid dan membubuhi Laporan Hasil
stempel pada Laporan Hasil Evaluasi Laporan Hasil Evaluasi Evaluasi Kelurahan
Kelurahan, kemudian mengirim Laporan Kelurahan tingkat 3 jam tingkat Kemantren
kepada Bag Tapem Kemantren telah digandakan
dan dijilid
Mengarsipkan hasil penilaian dan / Laporan Hasil Evaluasi Arsip Laporan Hasil
pemeringkataan evaluasi kelurahan Kelurahan tingkat 5 menit Evaluasi Kelurahan
Kemantren tingkat Kemantren




Nomor SOP 18

P : & TglDitetapkan 20 Juli 2022

KEMANTREN GONDOKUSUMAN
KOTA YOGYAKARTA
SOP Penyusunan dan Pelaporan Waktu Pelaksanaan Kualifikasi Pelaksana

Informasi Pembangunan Kemantren

15hari @ 60menit 1. Kepala Jawatan Kemakmuran (S1 Bidang
Ekonomi/ Sospol/ Hukum/Arsitek )

Dasar Hukum :

1.

2.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah KotaY ogyakarta;

. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan Pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta;

Peraturan WalikotaY ogyakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 105 Tahun 2017 tentang RencanaStrategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, SusunanOrganisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata KerjaKemantren dan Kelurahan;

Prosedur :
Tahap Persiapan

Kepala Jawatan Kemakmuran berkoordinasi dengan Kepala Sub.Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan untuk :

1.
2.

Membuat kesepakatan dalam menentukan alur dan pengajuan data kegiatan kepada PPTK.
Membuat kesepakatan format Form isian yang dibutuhkan.

TahapPermohonan Data

1.

2.
3.

Kepala Sub.Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, mengajukan permohonan data kegiatan berdasarkan form
isian yang telah disusun oleh Kepala Jawatan Kemakmuran kepada semua PPTK;

Semua PPTK mengisi form isian dalam waktu yang telah ditentukan;

Form lIsian yang telah diisi lengkap oleh PPTK untuk dikirimkan kepada Kepala Jawatan Kemakmuran/personil yang
ditunjuk, disertai foto kegiatan yang telah dilaksanakan dalam semester berjalan.

Tahap Penyusunan Laporan

1.

2.

3.

Data yang telah dikirimkan oleh PPTK ,kemudian diinputkan kedalam SIM /Aplikasi oleh Kepala Jawatan
Kemakmuran/personil yang ditunjuk;

Kepala Jawatan Kemakmuran/personil yang ditunjuk, kemudian menyusun lampiran foto-foto kegiatan yang
dikelompokan berdasarkan Kegiatan di kemantren dan di setiap kelurahan ;

File hasil input dan file lampiran kemudian dikirimkan kepada Kepala Bappeda Kota Yogyakarta melalui eoffice
ataupun email,

Printout hasil input dan lampiran foto disusun dalam bentuk laporan dan menjadi dokumen/arsip kemantren.

. T A Disahkan oleh : Revisitanggal

k"/(% AREAY);
/&, N
S Mantri

Pamon Praja

Q/_____,,
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\ 2 Gq.nt'no, AP
‘\Q\Of., \NJP-TIQ7507101995011002
N Y A WY




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 19

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan oleh : _Mantri Pamong Praja
/) \Keérhaptren Gondokusuman

pp— ‘\/, =
Ki MAN IS4 AL !L"
GONDOK! "’;;‘GURWNO, AP.
" X 19750710/199501 1 002

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PESAYANAN UMUM

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Pernyataan beda nama/identitas

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
( Berita daerah Tahun 2020 Nomor 121);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Keterkaitan : SOP Pelayanan Umum Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan : Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan : Pernyataan beda namalidentitas

SOP PELAYANAN UMUM
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon

RT/RW

Kelurahan

Kemantren

Petugas Front
Office (FO)

Ka. Ja
Umum

Mantri
Pamong
Praja

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW
setempat

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat

(]

Pemohon mengajukan permohonan pada
RT/RW secara online melalui aplikasi Jogja
Smart Service (JSS) disertai unggahan foto
form rekomendasi yang telah
ditandatangani RT/RW dan Lurah serta file
dokumen yang dipersyaratkan

1. Dokumen beda nama
pemohon;
2. Berkas pendukung.

Berkas
permohonan

RT/RW memeriksa berkas persyaratan dan
meneruskan permohonan ke Kelurahan

Register JSS

Petugas Kelurahan memeriksa berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan
ke Kemantren

Register JSS

Pemohon datang ke Kemantren dengan
membawa dokumen lengkap yang akan
ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja
sesuai dengan permohonan online

Berkas tidak
Lengkap

Berkas

1. Dokumen beda nama
pemohon;
2. Berkas pendukung.

3 Menit

Petugas FO Kemantren memberikan
Nomor Register pada dokumen

S

Register JSS

2 Menit

Petugas FO mengajukan dokumen yang
telah diregister kepada Ka. Ja. Umum

2 Menit

Proses pengesahan/tanda tangan
dokumen rekomendasi oleh Mantri
Pamong Praja

Dokumen terekomendasi

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah

10.

Dokumen yang telah ditandatangani
diserahkan pada pemohon

\ 4
J

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 20

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan oleh :

~ WMANTRLPAMONG PRAJA
MANTREN. GONDOKUSUMAN

3
— GURITNO, AP.
0710 199501 1 002

\ - o
N \‘\)\ \/ A Kr

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PELAYANAN UMUM

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Organisasi,
Susunan Kedudukan,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan

( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121);

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan

Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Jenis Layanan :

Pernyataan domisili usaha

Keterkaitan :

SOP

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan : Pernyataan domisili usaha

SOP PELAYANAN UMUM
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon

RT/RW Kemantren
Petugas Front Ka. Ja

Office (FO) Umum

Kelurahan Persyaratan /

Kelengkapan

Mantri
Pamong
Praja

Waktu

Output

Ket

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW
setempat

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat

Pemohon mengajukan permohonan pada
RT/RW secara online melalui aplikasi Jogja
Smart Service (JSS) disertai unggahan foto
form rekomendasi yang telah
ditandatangani RT/RW dan Lurah serta file
dokumen yang dipersyaratkan

1. Dokumen pernyataan
domisili usaha pemohon
2. Berkas pendukung

Berkas permohonan

RT/RW memeriksa berkas persyaratan dan
meneruskan permohonan ke Kelurahan

y Register JSS

Petugas Kelurahan memeriksa berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan
ke Kemantren

Register JSS

Pemohon datang ke Kemantren dengan
membawa dokumen lengkap yang akan
ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja
sesuai dengan permohonan online

1. Dokumen pernyataan
domisili usaha pemohon
Berkas tidak 2. Berkas pendukung

Lengkap Berkas

3 Menit

Petugas FO Kemantren memberikan
Nomor Register pada dokumen

Register JSS

RS

2 Menit

Petugas FO mengajukan dokumen yang
telah diregister kepada Ka. Ja. Umum

2 Menit

Proses pengesahan/tanda tangan
dokumen rekomendasi oleh Mantri
Pamong Praja

Dokumen terekomendasi

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah

10.

Dokumen yang telah ditandatangani
diserahkan pada pemohon

\4
A

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 21

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan oleh :

MANTRI PAMONG PRAJA
MANTREN'GONDOKUSUMAN

KEMAN TRE ."-‘ ,‘ i
\- (}'()“LL:_’;"“GUR]TN.O, AP,
A\e 197%@19,9501 1002

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

N <
PELAYANAN UMUM

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Pernyataan domisili tempat tinggal

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Organisasi,
Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan
Kelurahan ( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121 );

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Keterkaitan : SOP Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan : Pernyataan domisili tempat tinggal

KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

SOP PELAYANAN UMUM

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon RT/RW Kelurahan Kemantren Persyaratan / Waktu Output Ket
Petugas Front Ka. Ja. Mantri Kelengkapan
Office (FO) Umum Pamong
Praja
1. | Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW —>
setempat
2. | Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat
3. | Pemohon mengajukan permohonan pada 1. Dokumen pernyataan Berkas
RT/RW secara online melalui aplikasi Jogja ® L domisili tempat tinggal permohonan
Smart Service (JSS) disertai unggahan foto 2. Berkas pendukung (copy
form rekomendasi yang telah KK, KTP, dan lain-lain).
ditandatangani RT/RW dan Lurah serta file '
dokumen yang dipersyaratkan i
4. | RT/RW memeriksa berkas persyaratan dan i Register JSS
meneruskan permohonan ke Kelurahan !
1
5. | Petugas Kelurahan memeriksa berkas i Register JSS
persyaratan dan meneruskan permohonan ] 4}
ke Kemantren i
6. | Pemohon datang ke Kemantren dengan ] 1. Dokumen pernyataan 3 Menit
membawa dokumen lengkap yang akan i domisili tempat tinggal;
ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja B I A Berkas tidak | 2. Berkas pendukung
sesuai dengan permohonan online Lengkap Berkas (c_opy KK, KTP, dan lain-
Lengkap lain).
7. | Petugas FO Kemantren memberikan Register JSS 2 Menit
Nomor Register pada dokumen
8. | Petugas FO mengajukan dokumen yang 2 Menit
telah diregister kepada Ka. Ja. Umum
9. | Proses pengesahanitanda tangan Dokumen terekomendasi 2 Menit Dokumen
dokumen rekomendasi oleh Mantri rekomendasi sah
Pamong Praja ®
10. | Dokumen yang telah ditandatangani 2 Menit Dokumen

diserahkan pada pemohon

v
A

rekomendasi sah




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 22

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan oleh :

MANTRI RAMONG PRAJA
: NTF\‘E:N GONDOKUSUMAN

~/GUR1TNO AP.
19750,7/_1,0 199501 1002

X
Qv U P

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PELAYANAN UMUM

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Pernyataan penS|un

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Keterkaitan : SOP Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan : Pernyataan pensiun

SOP PELAYANAN UMUM
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon RT/RW Kelurahan Kemantren Persyaratan / Waktu Output Ket
Petugas Front Ka. Ja. Mantri Kelengkapan
Office (FO) Umum Pamong
Praja

1. | Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW
setempat

2. | Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat

3. | Pemohon mengajukan permohonan pada l 1. Dokumen pernyataan Berkas
RT/RW secara online melalui aplikasi ® pensiun permohonan
Jogja Smart Service (JSS) disertai 2. Berkas pendukung
unggahan foto form rekomendasi yang pernyataan pensiun
telah ditandatangani RT/RW dan Lurah !
serta file dokumen yang dipersyaratkan i

4. | RT/RW memeriksa berkas persyaratan E Register JSS
dan meneruskan permohonan ke !
Kelurahan i

|

5. | Petugas Kelurahan memeriksa berkas i Register JSS
persyaratan dan meneruskan permohonan i P
ke Kemantren !

6. | Pemohon datang ke Kemantren dengan i 1. Dokumen pemyataan 3 Menit
membawa dokumen lengkap yang akan IR I I - pensiun
ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja Berkas tidak 2. Berkas pendukung
sesuai dengan permohonan online Lengkap Berkas pernyataan pensiun

7. | Petugas FO Kemantren memberikan = Register JSS 2 Menit
Nomor Register pada dokumen _l

8. | Petugas FO mengajukan dokumen yang 2 Menit
telah diregister kepada Kaja Umum F

9. | Proses pengesahanitanda tangan Dokumen terekomendasi 2 Menit | Dokumen
dokumen rekomendasi oleh Mantri rekomendasi sah
Pamong Praja

10. | Dokumen yang telah ditandatangani - 2 Menit | Dokumen
diserahkan pada pemohon rekomendasi sah




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 23

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Dlsahkan oleh :

MANTBI PAMONG PRAJA

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PELAYANAN UMUM

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Keterangan waris

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada mantra Pamong Praja;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Keterkaitan : SOP Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan : Keterangan waris

SOP PELAYANAN UMUM
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon

RT/RW

Kelurahan

Kemantren

Petugas Front
Office (FO)

Ka. Ja
Umum

Mantri
Pamong
Praja

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW
setempat

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat

Pemohon mengajukan permohonan pada
RT/RW secara online melalui aplikasi
Jogja Smart Service (JSS) disertai
unggahan foto form rekomendasi yang
telah ditandatangani RT/RW dan Lurah
serta file dokumen yang dipersyaratkan

1. Dokumen surat

permohonan keterangan
waris

2. Berkas pendukung

Berkas
permohonan

RT/RW memeriksa berkas persyaratan
dan meneruskan permohonan ke
Kelurahan

Register JSS

Petugas Kelurahan memeriksa berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan
ke Kemantren

Register JSS

Pemohon datang ke Kemantren dengan
membawa dokumen lengkap yang akan
ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja
sesuai dengan permohonan online

Berkas tidak
Lengkap

Berkas

1. Dokumen surat

permohonan keterangan
waris

2. Berkas pendukung

3 Menit

Petugas FO Kemantren memberikan
Nomor Register pada dokumen

T

Register JSS

2 Menit

Petugas FO mengajukan dokumen yang
telah diregister kepada Kaja Umum

2 Menit

Proses pengesahan/tanda tangan
dokumen rekomendasi oleh Mantri
Pamong Praja

Dokumen terekomendasi

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah

10.

Dokumen yang telah ditandatangani
diserahkan pada pemohon

A\ 4
A

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 24

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan oleh :

~WANTRIPAMONG PRAJA
AN'Hé{EN GONDOKUSUMAN

- GURITNO AP.

A\ 19759710 199501 1 002
\\ CAVINTA .

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PELAYANAN-UMUM

Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Jenis Layanan :

Legalisasi.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kota Yogyakarta;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Keterkaitan : SOP Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan : Legalisasi

SOP PELAYANAN UMUM
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Kemantren Persyaratan / Waktu Output Ket
Petugas Front KaJa Mantri Kelengkapan
Office (FO) Umum Pamong
Praja
1. | Pemohon datang ke Kemantren 1. Dokumen asli yang 3 Menit Berkas permohonan
dengan membawa dokumen lengkap l lt hendak dilegalisir
yang akan ditandatangani oleh Mantri 2. Copy dokumen yang
Pamong Praja : hendak dilegalisir
2. | Petugas FO Kemantren memberikan | 2 Menit Dokumen yang dicocokkan dengan
Nomor Register pada dokumen ?e’kas """ Berkas aslinya
idak Lengkap Lengkap
3. | Petugas FO mengajukan dokumen 2 Menit
yang telah diregister kepada Ka. Ja |.
Umum
4. | Proses pengesahan/tanda tangan v Copy dokumen yang telah | 2 Menit Dokumen yang ditandatangani dan
dokumen rekomendasi oleh Mantri dicocokkan dengan aslinya diberikan stempel Kemantren.
Pamong Praja dan teregister
5. | Dokumen yang telah ditandatangani 2 Menit Dokumen legalisir sah

diserahkan pada pemohon

A




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDOKUSUMAN

Nomor SOP : 25

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Dlsahkan oleh :

y MANTRI PAMONG PRAJA
\ T\‘FFhEN GONDOKUSUMAN

....

- GURITNO AP.
19759710 199501 1 002

JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PELA?AMAI\F UMUM

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Pelayanan nonperizinan lain yang menjadi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; kewenangan Kelurahan sesuai dengan
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh; ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121 );
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.
Keterkaitan : SOP Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan umum

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




Jenis Layanan :

KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

Pelayanan nonperizinan lain yg menjadi kewenangan Kelurahan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SOP PELAYANAN UMUM

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Pemohon

RT/RW

Kelurahan

Kemantren

Petugas Front
Office (FO)

Ka. Ja
Umum

Mantri
Pamong
Praja

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW
setempat

Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat

(]

Pemohon mengajukan permohonan pada
RT/RW secara online melalui aplikasi Jogja
Smart Service (JSS) disertai unggahan foto
form rekomendasi yang telah
ditandatangani RT/RW dan Lurah serta file
dokumen yang dipersyaratkan

Dokumen permohonan
layanan dan berkas
pendukungnya

Berkas
permohonan

RT/RW memeriksa berkas persyaratan dan
meneruskan permohonan ke Kelurahan

Register JSS

Petugas Kelurahan memeriksa berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan
ke Kemantren

Register JSS

Pemohon datang ke Kemantren dengan
membawa dokumen lengkap yang akan
ditandatangani oleh Mantri Pamong Praja
sesuai dengan permohonan online

Berkas tidak
Lengkap

Berkas

Dokumen permohonan
layanan dan berkas
pendukungnya

3 Menit

Petugas FO Kemantren memberikan
Nomor Register pada dokumen

s

Register JSS

2 Menit

Petugas FO mengajukan dokumen yang
telah diregister kepada Ka. Ja Umum

2 Menit

Proses pengesahan/tanda tangan
dokumen rekomendasi oleh Mantri
Pamong Praja

Dokumen terekomendasi

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah

10.

Dokumen yang telah ditandatangani
diserahkan pada pemohon

v
A

2 Menit

Dokumen
rekomendasi sah
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Nomor SOP : 26

Tanggal Pembuatan : 20 Juli 2022
Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : 20 Juli 2022

Disahkan oleh :
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SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Nama SOP :

PELAYANAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

(Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 121);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan

Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Jenis Layanan :

Izin Penggunaan /Pemakaian Barang Milik
Daerah

Keterkaitan :

SOP

Kualifikasi Pelaksana :

Memahami pelayanan perizinan

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




SOP PELAYANAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN

KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA
Jenis Layanan : Izin Penggunaan / Pemakaian Barang Milik Daerah.

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon RT/RW Kelurahan Kemantren Persyaratan / Waktu Output Ket
Petugas Ka. MPP Kelengkapan
Front Jawatan
Office (FO) Umum

1. | Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh RT/RW setempat

2. | Pemohon mengajukan form rekomendasi
untuk ditandatangani oleh Lurah setempat

3. | Pemohon mengajukan permohonan pada Copy KTP pemphon; copy AD/ART Berkas
RT/RW secara online melalui aplikasi Jogja atau akte pendirian bagi badan permohonan
Smart Service (JSS) disertai unggahan foto usahg/baqin hukum/lekmtbaga/
form rekomendasi yang telah organisasi kemasyarakatan;
ditandatangani RT/RW dan Lurah serta file ! (l;/]dokumer;kkelengkapan lain yang
dokumen yang dipersyaratkan i ipersyaratkan.

4. | RT/RW memeriksa berkas persyaratan dan i Berkas
meneruskan permohonan ke Kelurahan ! P permohonan

5. | Petugas Kelurahan memeriksa berkas E \ 4 Berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan E permohonan
ke Kemantren i

6. | Petugas FO Kemantren melakukan E Eefkis 5Menit | Berkas
verifikasi kelengkapan dokumen dan R IS N | engkap permohonan
meneruskan permohonan ke Sub Bag. Berkas tidak
Umum dan Kepegawaian Lengkﬁg dan/atau

7. | Ka. Jawatan Umum melanjutkan proses - 5 Menit Berkas
permohonan penandatanganan izin kepada |0¢— permohonan
Mantri Pamong Praja

8. | Proses penandantanganan permohonan 30 Menit | Dokumen izin
izin oleh Mantri Pamong Praja sah

9. | Pemohon datang ke Kemantren untuk T 5 Menit Dokumen izin
mengambil dokumen dengan membawa / sah
menyerahkan berkas persyaratan lengkap

10. | Salinan dokumen izin disampaikan pada I 2 Menit Do:umen izin

sa

Kelurahan setempat
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JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PELAYANAN NTCR (NIKAH, TALAK,
CERAI, RUJUK)

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Nikah Non Muslim

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Tahun
2020 Nomor 121);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan
Kecamatan Berbasis Elektronik.
Keterkaitan : SOP Pelayanan Kependudukan Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan NTCR
Peralatan/perlengkapan : Smartphone, komputer dan kelengkapannya
Peringatan : Agar memperhatikan pengaduan yang masuk Pencatatan dan pendataan : | Buku aduan




Jenis Layanan : Nikah Non Muslim

SOP PELAYANAN NTCR (NIKAH, TALAK, CERAI, RUJUK)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon RT/RW Kemantren Persyaratan / Waktu Output Ket
Petugas Ka. Mantri Kelengkapan
Front Jawatan Pamong
Office Umum Praja

1. | Pemohon mengajukan permohonan Copy KK dan KTP pemohon, Berkas
pengantar RT/RW secara online melalui salinan dokumen pernikahan permohonan
aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dan & dari lembaga keagamaan,
mengunggah berkas persyaratan lengkap : dokumen lain yang
ke RT/RW setempat ; dipersyaratkan.

2. | RT/IRW memeriksa berkas persyaratan dan i Y Berkas
meneruskan permohonan ke Kemantren i | permohonan

3. | Petugas Kelurahan memeriksa berkas i Berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan i permohonan
ke Kemantren i

4. | Petugas loket melakukan verifikasi i 5 Menit Berkas
kelengkapan dokumen SRR L —— - permohonan

Berkas
tidak Lengkap Berkas

5. | Petugas mencetak permohonan yang sudah v Lengkap 2 Menit Cetak

terverifikasi permohonan yang
terverifikasi
y

6. | Petugas mengajukan form cetak :l 2 Menit Cetak
permohonan yang sudah terverifikasi pada permohonan yang
Kaja Umum terverifikasi

7. | Proses pengesahan / tanda tangan v Cetak permohonan yang 5 Menit Dokumen
dokumen layanan oleh Mantri Pamong Praja terverifikasi permohonan sah

’

8. | Pemohon datang ke Kemantren untuk 10 Menit | Dokumen
mengambil dokumen dengan membawa / :-: permohonan sah
menyerahkan berkas persyaratan lengkap.
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JAWATAN UMUM Nama SOP : PELAYANAN NTCR (NIKAH, TALAK,
CERAI, RUJUK)
Dasar Hukum : Jenis Layanan : Dispensasi Nikah
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun
2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan (Berita Daerah Tahun
2020 Nomor 121);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kelurahan dan
Kecamatan Berbasis Elektronik.
Keterkaitan : SOP Pelayanan Kependudukan Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan NTCR
Peralatan/perlengkapan : Smartphone, komputer dan kelengkapannya
Peringatan : Agar memperhatikan pengaduan yang masuk Pencatatan dan pendataan : | Buku aduan




Jenis Layanan : Dispensasi Nikah

SOP PELAYANAN NTCR (NIKAH, TALAK, CERAI, RUJUK)
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon RT/RW Kemantren Persyaratan / Waktu Output Ket
Petugas Ka. Ja Mantri Kelengkapan
Front Umum pamong
Office Praja
1. | Pemohon mengajukan permohonan pengantar permohonan (bila ada), copy surat Berkas
RT/RW secara online melalui aplikasi Jogja nikah orang tua pemohon, copy KTP permohonan
Smart Service (JSS) dan mengunggah berkas pemohon, Surat Keterangan Kepala
persyaratan lengkap ke RT/RW setempat KUA setempat yang menerangkan
i penolakan karena kurang umur, copy
i akte kelahiran masing-masing calon
i pengantin
2. | RT/RW memeriksa berkas persyaratan dan i \ 4 Berkas
meneruskan permohonan ke Kemantren i r permohonan
i
3. | Petugas Kelurahan memeriksa berkas i Berkas
persyaratan dan meneruskan permohonan ke i permohonan
Kemantren i
4. | Petugas loket melakukan verifikasi kelengkapan i 5Menit | Berkas
dokumen [N S ——— | permohonan
Berkas
tidak Lengkap Berkas
5. | Petugas mencetak permohonan yang sudah v Lengkap 2 Menit | Cetak
terverifikasi permohonan yang
terverifikasi
6. | Petugas mengajukan form cetak permohonan 2 Menit | Cetak
yang sudah terverifikasi pada Ka Ja Umum k permqhongn yang
terverifikasi
1. Proses pengesahan / tanda tangan dokumen Cetak permohonan yang terverifikasi | 5 Menit Dokumen
b : v permohonan sah
layanan oleh Mantri pamong Praja
[
8. | Pemohon datang ke Kemantren untuk 10 Menit | Dokumen
permohonan sah

mengambil dokumen dengan membawa /
menyerahkan berkas persyaratan lengkap.
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JAWATAN UMUM

Nama SOP :

PENGRBPJAN WARGA

Dasar Hukum :

Jenis Layanan :

Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerabh;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan
( Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 121);

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Kelurahan dan Kecamatan Berbasis Elektronik.

Keterkaitan : SOP Pelayanan Pengaduan Kualifikasi Pelaksana : Memahami pelayanan pengaduan

Peralatan/perlengkapan :

Smartphone, komputer dan kelengkapannya

Peringatan :

Agar memperhatikan pengaduan yang masuk

Pencatatan dan pendataan :

Buku aduan




SOP PELAYANAN UMUM
KEMANTREN GONDOKUSUMAN, KOTA YOGYAKARTA
Jenis Layanan : Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Pemohon Admin Admin Petugas Pejabat Kepala Persyaratan / Waktu Output Ket
OPD Pusat Lapangan Struktural OPD Kelengkapan
Pemohon mengajukan aduan secara online Form permohonan dari Permohonan layanan
melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). aplikasi JSS pengaduan
Admin OPD memvalidasi laporan s Sesuai kewenangan OPD 30 Menit | Tindaklanjut
(menerima) kemudian meneruskanke | T (O - == === 1 (Hari 1) pengaduan
petugas lapangan. A !
Admin OPD dapat menolak laporan hila ' Tidak sesuai dengan 10 Menit
dianggap bukan kewenangan Pemkota kewenangan OPD (Hari 1)
Yogyakarta dan meneruskannya pada
admin Pusat.
Petugas lapangan mengerjakan laporan . Tindaklanjut pengaduan 60 Menit | Pengaduan warga
sekaligus menyelesaikannya sesuai jenis '.:F (Hari 1) tertangani
laporan yang menjadi kewenangannya.
Pejabat struktural menerima tembusan Y 10 Menit
laporan dan progress penanganannya P (Hari 2)
sesuai jabatan.
Kepala OPD menerima tembusan semua . 10 Menit
laporan dan progres penanganannya di (Hari 2)
dalam lingkup OPD-nya.




Nomor SOP 30

TglDitetapkan 20 Juli 2022

KOTA YOGYAKARTA

SOPPenyusunan dan Waktu Pelaksanaan KualifikasiPelaksana

26hari @ 120menit 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Pelaporaninformasi Pembangunan . i !
P g 2. Pengelola Podjok Literasi

Kemantren

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 80 Tahun 2012 tentang Juknis Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan
Publik;

gk~ own

Prosedur :

Tahap Persiapan

1. Kepala subbag Umum dan Kepegawaian melaksanakan pengecekan harian kondisi podjok literasi;
2. Pengelola Podjok Literasi membersihkan, merapikan, mendata Buku dan sarpras secara rutin

TahapPemanfaatan

1. Pengguna layanan dapat memilih secara swalayan dan membaca buku di tempat yang telah disediakan;

2. Setelah selesai membaca, Pengguna Layanan untuk mengembalikan Buku yang dibacanya di tempatnya kembali
dengan rapi

3. Kemudian Pengguna layanan mengisi Buku Kunjungan / Buku Tamu

RTA Disahkan oleh : Revisitanggal

Manti PamongPraja

" Glritri6, AP

\ IP. 197507101995011002
NQerrarads




	410fa02a20bde0e9add6fd2d176038475cf53dd9ea44c3d4911da8c534773fba.pdf
	a3f5edd625ee4714242c8fd199d81a354fc6fc940f95eb1880889b6685b83f77.pdf
	da8d7508119609c5f826e241107cfb2f45f16776cb35874323a5adece8c47cd3.pdf
	4526487ef3880717180be9a1b091cb3900ecd11497ea948af493e547be5da449.pdf
	dae72fd1048f52f4c2b64f2788780cc41590e248bc5db24d11a0ba1fe503eb18.pdf
	d90679c006d4b93e6e0ed065d96d63b71a00f618892dec2fc83e9730bdab1e91.xlsx
	SURAT masuk

	dae72fd1048f52f4c2b64f2788780cc41590e248bc5db24d11a0ba1fe503eb18.pdf
	d90679c006d4b93e6e0ed065d96d63b71a00f618892dec2fc83e9730bdab1e91.xlsx
	SURAT keluar

	dae72fd1048f52f4c2b64f2788780cc41590e248bc5db24d11a0ba1fe503eb18.pdf
	d90679c006d4b93e6e0ed065d96d63b71a00f618892dec2fc83e9730bdab1e91.xlsx
	CUTI


	4e03dd0771662fa79f8b6c9957f5aa51d51e3c550041b19ef6de139bb9377b6a.pdf
	2b56104f675c36dea9b1926d2f674d3e9b9a49f46a6a0a993c5455606c2988f6.pdf
	26c3f54fb8e2444924a28eea7a39aedf7c493e6849a0f7a0f998c89523998758.pdf

	b190887d95640aaf286db03471c7208557218cc9d7380fb7904573176ba05858.pdf
	2b56104f675c36dea9b1926d2f674d3e9b9a49f46a6a0a993c5455606c2988f6.pdf
	26c3f54fb8e2444924a28eea7a39aedf7c493e6849a0f7a0f998c89523998758.pdf


	1e994f4d60ee0b468278b255645d60c07d7115db44de6ae90c4fbd4341cd0e5e.pdf
	7db04ff8bdd8df775791eec41e81a07804e8243882bcfec8b0f436b9494d6dc9.pdf
	3ad25137cc17b35a0121d9d9f8bc14c962bbc77fa59bafbc8f97b0dc9dbe3723.pdf
	17991a70ab7bea33947819a1eae564a0f567e64ed978c48803a2776d56c6e7fa.pdf

	8d3cab2a980a440c4d4e74d1508411ff524d97dcf9de692a9218b6c2f221bcff.pdf
	628dbefd1cae7cff5df1923e3be8524a2d35d719b53055ee807e430eb78844f3.pdf
	e6ece181ab72bb151d1fb20666d29733a6803902516d26bfe5ac4d06c747a1dc.xlsx
	musrenbang

	628dbefd1cae7cff5df1923e3be8524a2d35d719b53055ee807e430eb78844f3.pdf
	e6ece181ab72bb151d1fb20666d29733a6803902516d26bfe5ac4d06c747a1dc.xlsx
	MONOGRAFI

	628dbefd1cae7cff5df1923e3be8524a2d35d719b53055ee807e430eb78844f3.pdf
	e6ece181ab72bb151d1fb20666d29733a6803902516d26bfe5ac4d06c747a1dc.xlsx
	PROFIL1

	628dbefd1cae7cff5df1923e3be8524a2d35d719b53055ee807e430eb78844f3.pdf
	e6ece181ab72bb151d1fb20666d29733a6803902516d26bfe5ac4d06c747a1dc.xlsx
	EVALUASI KELURAHAN


	5d30491094260a47041ee6db15857c390867c0274ee7d21e328e2b3926563dbf.pdf
	5c7f5b387519a694f24515b8a247b1d2b070954f3e6e5b3250f2907aeab447fb.pdf
	2bcb0c01e21c81d2d5ad1cb747b1330bc0b130becb2fb442ce4e2c9f8157f8f5.pdf
	9b6930e12b82d157efc49bc9bba1edd44203598b9d77e37f51139f0bfd824b50.pdf
	9d7e870d7fd143f30aa2b1fa1664e2bbb27cbdd5b779fbabe94f17a72ee06e3f.pdf
	fae2a9c0bb31e9ade3706834e35dd80059fc45addbf5e9165030435dfbe235f8.pdf


	fe70222a709add51ba0a809685bdf7b18c1e2d6095471ef0c2fcbf2739a2e26b.pdf
	814d9360db9ac3e6b9a0ee29aa1a33c5d931b787aa218b45a31faa1fbfd19a1f.pdf
	9330ef8dcbc45898082681cb53ebed0bb3dee9e769558851f8a1fa15e998df7b.pdf
	0ff85ae4b9c5c72a55b07a4a6014b4491c76c06ea98e56b731654290eaa3a9f8.pdf
	48d57dfcf267828f763a53d9d72b7aaa3b4d912958d4678b5f783f53ca4f5b67.pdf
	cc94e6b13f40350e2601217c2c3a5b1eb327a0915a12cb77aa8cc994c360310e.pdf

	10f4d1efafc4348d490acbfa7278572a450f408979427d8f43197d209b1f454b.pdf
	541ae887bc7fe60e95486d824c3eeb98e33ce96c5a5c9baf803076cfd3a8dbe7.pdf
	280b7890d377dc20ac4f156b5563e2cbd9626d79f66fa165a9908d15a08cbb29.pdf
	96a81f9e38a8ae0f17f2954a50646e6196ac06c1ea5792e6a074ecbe0776f467.pdf



